
BUPATI KIJTAI KARTANEGARA

PERATURAII BUPATI KUTAI I(ARTANEGARA
ITOMOR 47 TAHUN 2013

TENTAT{G

PTRUBAHAil KIDUA ATAS PERATURAIT BUPATI I{OMOR 4 TAHUIY 201?,
TENTANG PEDOMAN PETAKSANAAN PER^'ALAIITAIT DINAS BAGI

PF^IABAT, PEGAWAI IYEGERI SIPIL (PI{S} DAIY NON PBGAWAI
I{EGERI SrPIL (ro!t PI{SI PEMERTI{TAH DAERAH

I(ABUPATEIT KUTAI KARTAIITEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah khususnya biaya
perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kahupaten
Kutai Kartanegara agar iebih efektif dan efisien, perlu
diiakukan langkah-langkah yang tepat;

Mengingat

b. bahwa ketentuan jumlah hari perjalalan dinas dalam
satu bulan yang diatur dalarn Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan
Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non
Pegawai Negeri Sipit (Non PNS) Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan
penyesuain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2A12 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil {PNS} dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS}
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1820);
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2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa00);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a9aal;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 ?ahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Rerpublilk Indonesia Nomor 45781;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2AO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aTaTl;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2A1O tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah;

1"6. Peratuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1 13/PMK .OS /2OL2 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap;

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Ta}run
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2011 Nomor 9);



Menetapkan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor L0
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunarl
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11

Tahun 201t tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2}ll Nomor 11);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor L2
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20ll Nomor
t2l;

22.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

MTMUTUSITAN :

: PERATURAN BUPATI TEITTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2OT2
TEIITANG PEDOMAII PELAI(SANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PE.'ABAT, PEGAtrIAI NEGERI SIPE (PNS}
DAN NOIY PTGAWAT NEGERI SrpIL (NON pNSl
PTMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI
ITARTAIIEGARA.

PASAL I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2Al2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non
Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan
paling banyak 9 (sembilan) hari.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(3) Perjalanan dinas yang melebihi 9 (sembilan) hari,
harus mendapat persetujuan dari Sekretaris
Kabupaten atau Pejabat yang berwenang.



Pasal iI

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 September 2OL3

BUPATI KU?AI I(ARTANECiARA

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Oktober 2Ol3

SEKREIARIS DAERAII I(ABTIPATEN KUT,

Drs. EDI DAMANSYAII. M.Si
NrP. 19650302 199409 101 1

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 47

KARTANEGARA TAHUN 2013


